Implementasi Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2016 Terhadap Hak Pekerja Pada Perusahaan Di Kabupaten Kudus
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 
Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
 Nomor:KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan 




Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah 
 Minimum. 
Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
 Upah Minimum. 
Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor: KEP-226/MEN/2000 
 tentang  Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, 
 dan Pasal 21 Peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 
 tentang Upah Minimum. 
Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.560/66 Tahun 2015 tentang Upah 
 Minimum Pada 35 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
